
REVITALISASI LEMBAGA
PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Nurfaidah

Absttak:
Lembaga Peradilan Agama eli Indonesia telah ada jauh
sebe1um Indonesia merdeka. Namun keberadaannya
mengalami pasang surut sampai lahir Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 ten tang Peradilan Agama
menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Adapun latar belakang perubahan ini dapar dilihar dari
unsur filosofis, yuridis dan sosiologis. Hal ito
dilakukan sebagai upaya revitalisasi lembaga Peradilan
Agama sebagai wujud pemenuhan keburuhan hukum
masyarakat Muslim eli Indonesia.

Kata Kunci: revitalisasi, lembaga peradilan agama.
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REVITALIZATION OF RELIGIOUS
COURT OF JUSTICE IN INDONESIA

Nudaideh

Abstract:
Historically, Religious CO! rt of JUSciCl in Indonesia has
been existed way before Indonesia got in. freedom. 1rs
existence has been through ups-and-downs until Act
No.7 Year 19H9 was replaced with Act No.3 Year
2006. The main poinr and :he background of the change
in the previous act lie on many aspectS such as
philosophical, juridical, and sociological aspects. Such
revitalization is needed as the effort Religious Court of
Justice done in fulfilling moslem community's need on
law and justice in indonesia.

Keywords: revitalization, religious court of jusoce.
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Pendahuluan
Sctiap manusia memiliki hawa nafsu yaog cenderung kepada

kesalahan sepcrri permusuhan dan perrikaian. Untuk iru diperlukan
ndanyn hukurn yang mengarur kehidupan manusia dan hukum ridak
akan bisa bcrjalan sendiri ranpa ada orang yaog menjalankannya.
Kedua hal (crsebut tidak akan berjalan dengan baik ranpa adanya
suaru lembil!.1'3yang menanganinya yairu peradilan, Feradilao berfungsi
sebagai pemutus perkara, membebaskan rnanusia dari pertikaian atau
perselisihan dan rnenyelesaikan sengkera dan perrentangan.

Oi negara indonesia umat Islam sudah memiliki lembaga
peradilan [ersendiri yang merupakan salah saw dari empat lingkungan
Peradilan Negara, I Terwujudnya Undang-Undang Peradilan Agama
rnerupakan langkah Jebih maju dalam menata kehidupan nasional
sebagai wujud realisasi dari keburuhan aturan bagi sebagian besar
rakyar Indonesia.

Sebelum lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama
tidak memihki juru sita, yang dimiliki hanyslah panirera yang ltupun
belurn memadai. Tetapi keadaan rerseb.ir sudah berakhir sebab
dengan adanya UU o. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama relah
merniliki baik panitera maupun juru sira yang semuanya harus
beragama Islam. J ika keputusan Peradilan !\gama tidak direrirna oleh
pihak-pihak yang berperkara maka dapat langsung dimintaxan
banding ke Pengadilan Tinggi Agama yang selanjutnya dapat
ditingkarkan Jagi ketingkar kasasi eli Mahkamah Agung sebagai puncak
pengsdilan dan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Peradilan Agama sebagai salah saru dari empat lingkungan
peradiJan yang diakui eksistensinya daJam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1970 renrang Pokok-pokok Kekuasaan Kebakiman yang
telah diganti dengan Uodang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tmtang
~e~uasaan K~hak.iman, rnerupakan Jembaga peradilan khUSU5 yang
dirujukan kepada umar lslam dengan lingkup kewenangan yang
khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari
keadilannya (jll.ltitiak~. Di samping Pengadilan Agama ada juga
Pengadilan Militer dan Pengadilan Tara Usaha Negara yang termasuk
peradilan khusus.

Pad a dasamya Jahimya Undang-Undang Peradilan Agama
sepinras lalu membawa kejelasan dan kejemihan fungsi dan
kewenangan PA sebagai salah satu badan peradilan pelaksana

IRnihAn R:aspd. (19')5). h. 11.
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kekuasaan kehakiman yang bermaksud untuk mendefinitifkan serta
mernposirifkan bidang hukum perdata apa saja yang menjadi
kewenangan yurisdiksi lingkungan PA terutarna jika berhadapan
dengan lingkungan Peradilan Umum.

Di samping Undang-Undang Peradilan Agarna mengandung
kehendak pendefininfan dan hal yang dinamik, masih baoyak dijumpai
ketentuan yang kabur, ngambang bahkan bersifat konflik dengan
lingkungan Peradilan Umum dan Hukum Adat. Malahan jika a" sicb
bertitik rolak dari berbagai rumusan pasaJ ada beberapa hal yang
kurang sesuai dengan keburuhan hukum karena rumusannya
mengandung klausul yang kabur dan mendua. Sedemikian rupa
kaburnya sehingga diterapkan tanpa keberaruan melakukan rerobosan
melalui pendekatan realisme yang sesuai dan konsisren dengan
dinamika kebutuhan hukum dan asas peradilan yang sederhana, cepat
dan biaya ringan pada saru pihak dan keburuhan kepastian penegakan
hukum pada pihak yang Jain.

Untuk dapar menjadikan lembaga Peradilan Agama sebagai
lernbaga yang berul-berul menjadi tempat menyelesaikan perkara bagi
masyarakat beragama Islam ada beberapa poit dan masalah yang harus
mendapat perharian serius baik dikalangan praknsi hukum maupun
dikalangan akdemisi yang berhubungan Langsung dengan lembaga
Peradilan Agama antara lain dasar hukum material yang berkenaan
dengan cakupan weweoangnya, aparatur penegak hukum dan
kesadaran hukum masyarakat serta fasiliras yang menjadi daya dukung
penegakan hukum agar supaya tidak tercipta lagl image rentang
peradilan yang pincang dan semu.

Namun masyarakat Islam Indonesia parut bersyukur bahwa
dengan dilahirkannya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru
yairu UU o. 3 Tahun 2006 menggancikan Undang-Cndang yang
lama yaitu Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989
keweoangan lembaga ini diperluas seiring dengan perkembangan
hukum dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya masyarakat
muslim, kewenangan tersebut melipuri bidang perkawinan, waris,
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadakah dan ekonomi syariah.

Kerangka Teoretik
Kerangka reoretik merupakan patokan sekaligus sebagai

pegangan untuk memecahkan persoalan dan mencari jawaban yang
patut dipandang benar. Pembahasan arrikel yang berjudul revitalisasi
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lernbaga peradilan agama di Indonesia ini didasarkan pada aruran
yuridis formal serta argumen lainnya yang dianggap sesuai dengan
judul pembnhasan illl.

T:1n~~al 19 Januari 1882 saar cliundangkannya Stbl. 1882
Nornor 152 ten tang Peradilan Agama dengan nama pries/en-ad untuk
daerah jawa dan Madura dipandang sebagai ranggallahimya Peradilan
Agama di Indonesia itu artinya Peradilan Agama mempunyai umur
yang sangm panjang dan mernpunyai sejarah yang berliku.

Peradilan Agama lahir pad a saat berkembangnya pendapat
dikalangan orang Belanda bahwa hukum bagi orang Indonesia asli
adalah undang-undang agama mereka sendiri (goosdientise llJetten) yaitu
Hukum Islam. Pcmberlakuan Hukum Islam bagi orang Indonesia asli
yang beragama Islam mengikuti teori yang dikenal dengan teori
RL-rept;r ill COlJlpleXlI yang sejak tahun 1855 telah masuk kedalam
peraruran perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 75, pasal
78 dan pasal 109 RR.2

Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama atau Mahkamah
Islam Tinggi yang telah ada terap berlaku berdasarkan Aaroran
Peralihan. Selang riga bulan setelah berdirinya Departemen Agama
yang dibentuk melalui keputusan pernerintah No.1, pemerintah
mengeluarkan penetapan No. 5 tanggal 25 Maret 1946 yang
mernindahkan semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dati
deparrernen Kehakirnan kepada Departernen Agama, sejak saar irulah
Peradilan Agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama.3

Perjalanan Peradilan Agama sejak masa kernerdekaan sampai
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama rnemang cukup unik, baik dari sisi kelembagaan,
kewenangan maupun cara kerjanya dilapangan karena belum adanya
perundang-undangan yang mengatur pelayanan peradilan yang standar
yang harus diberikan oleh lembaga Peradilan Agama tersebut,

Bagi umat Islam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 menjadi babak yang cukup penting dalam kehidupan
keberagarnaannya. Urnat Islam telah rerlayani dalam penyelesaian
sengketa dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan
sadaqah. Hal ini karena secara filosofis-sosiologis yang hendak
ditegakkan dalarn Lingkungan Peradilan Agarna adalah substansi nilai-
nilai hukurn yang mewarnai kehidupan umat Islam.

~Slbl 1B55 Nomor 2.
'Mubarok. h. 2.
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Kurun waktu enam belas rabun sejak dl~ndangkannya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah banyak menghasilkan
perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakar, hukum dan
ketaranegaraan, Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan aalah
penyaru-atapan lernbaga peradilao (olle roof sysltRl) di bawah Mahkamah
:\~ung Rl. Reformasi sistim penyelenggaran kekuasaan kehakiman
(w/(ueial ptm'e1j ini diawali kerika amandemen ketiga Uodang-Undang
Dasar RI 1945 dengan dimasukkannya pasaJ 24 ayar 2 UUD 1945:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan
Peradilan Urnum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, tingkungan Peradilan Tara Usaha Negara dan
oleh sebuah Mahkamah Konstirusi

Eksisrensi Jembaga Peradilan Ag.una yang ada sekarang ini
yang diarur melalui Lndang-Lndang Nomor 7 Tahun 1989 rentang
Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 adaJab sebuah presrasi yang san_gatluar biasa,
Sebuah perwujudan cita-cita yang sudah lebih dari sam abad
didambakan oleh kalangan hakim-hakim agama dan umar Islam di
lndonsia yan~ baru dapar diwujudkan setelah meogalami perjalanan
~'ang sangat panjang.

Dengan adanva perubahan Undang-L ndang yang rerbaru ini
kekuasaan Peradilan Agama menjadi dernikian bcrkembang dan jdas.
Xlelalui Undang-Undang yang baru ini telah direrapkan sembilan
bidang yan)! sekarang ini rnenjadi tugas Pengadilan Agama .....)agaimana
"ang diarur dalam pasai 49 yang berbuayi;

Peradilan Agama bertugas dan berwewenang merneriksa,
mernurus dan rnenyelesaikan perkara diringkar pertama antara
Qrang-urang yang beragama Islam dibidang: a) Perkawinan, b)
warisan, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, t) zakat, g) infak, h) sedekah,
i) ekonorru svariah.

Arrinva, bahwa sekarang ini Peradilan Agama benar-benar
rnendapar kepercavaun unruk meniadi pengadilan terhadap kasus-
kasus adak ~aja "I:n~kera perkawinan dan keluarga orang Islam,
melainkan ill~a scngketa perdata antara orang Islam yang sernula
hanva menjadi wewenang lingkungan Peradilan Umurn.
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Perkembangan Peradilan
Ada ernpar aspek yang berkenaan dengan perkembangan

Peradilan Islam di indonesia. Prrtama: berkenaan dengao kedudukao
peradilan dalarn ratanan hukum dan peradilan nasional. Secara makro
ia mencerminknn kedudukan peradilan dalam tatanan masyarakat-
b(lng~:l Indonesia. KedJlo: berkenaan dengan SUSUWln badan peradilan
yang mencakup hirarki dan strukrur organisasi f..!i1gaclilantermasuk
kornponen rnanusia di dalarnnya. Kfligo: berkenaan dengan kekuasaan
pengachlan, bark kekkuasaan muclak maupun kekuasaan relarif Secara
mak ro ia menccrminkan alokasi kekuasaan kehakirnan dalarn ernpar
Jingkungan peradilan. Kernrpflt. berkcnaan dengan hukum acara yang
dijadikan Iandasan dalam pcnerirnaan, perneriksaan, pemutusan dan
pen) elesaian perkara. Ia mencerminkan prosedur penerapan hukum
subsrnnsial dalam proses pengambilan kepurusan pengadilan untuk
menegakkan hukum dan keadilan. ~

Perkembangan itu rnerupakan perubahan yang merniliki
rnakna perluasan dan penarnbahan kcernpar aspek tersebut yang
didasarkan pada pcrnturan perundang-.undangan yang diberlakukan.
Perubahan iru chlakukan secara sengaja sebagai salab saw perwujudan
polmk hukum yang diarnbil oleh penguasa negara melalui interaksi
dikalangan clir polirik nasional. Aktualisasi perkembangan itu diuji
dalarn cakupan yang lebih lua- }'~Itu dalarn peranan yang d.ipar
dimainkan oleh badan peradilan sesuai dengan kedudukannya. Salah
saw dimensi clan aktualisasi makna perkembangan iru adalah wujud
penegakan hukum dan keadilan. Hal itu bersangkur paut dengan
perangkar hukum, penegak hukum, Kesadaran hukum rnasyarakat
serta fasiliras yang mendukungnya.

Peradilan dan Pengernbangan Hukum
Scbagairnana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang rnenyebutkan bahwa
Peradilau Agama scbagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi filk)at pencari keadiJan yang beragama Islam mengenai perkara
pcrdara rertenru yang diarur dalam undang-undang ini.

elanjurnva berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
ornor 7 Tahun 19H9 wewenang untuk menerima, rnerneriksa,

rnegadili dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan,
wasiar, hibah, wakaf dan sadaqah. Kewenangan sebagaimana disebut

elk Hasan Bisri. h. l2.l
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di atas sudah tidak mampu lagi merespon perkembangan hukum dan
keburuhan hukum masvarakat, khususnya masyarakat muslim, sebagai
contoh berdasarkan hasil penelirian rerhadap purusan Pengadilan
Agruna, banyak reriadi kasus pelanggaran prosedur adrninistrasi
perkawinan, anrara lain: 1) K.'lSUS perkawinan campur tidak sesuai
dengan prosedur pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 2)
kasus kelalaian PPN daJam menjalankan pasal 6 ayar (1) Peraruran
Pemerinrah Nomor 9 Tahun 1975; 3) kasus poliganu yang
berrenrangan dengan kerenruan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo pasal 40 Peraturan Pemerinrah Nomor 9 Tahun
1975, namun sanksi pidana rcrhadap semua kasus pelanggaran
tersebur ridak efektif, karena Peradilan Agama ridak memiliki
kewenangan di bidang itu,

Di samping itu pemberlakuan Hukum Islam eli bidang
muamalah telah mendapat legitimasi yuridis sejak diberlakukannya
Undang-Undang rentang Perbankan Tahun 1992 yang diikuri dengan
rerbimya Peraturan Pemerintah Tahun 1993. DaJam rangka
pelaksanaan Undang-Undang Perbankan tersebur sistim operasi Bank
Muarnalah Indonesia berdasarkan Syariah IsL'UIldiakui secara hukum.
Lalu atas prakarsa pengurus ]CMI telah pula didirikan usaha asuransi
yang menjalankan prinsip syariah (rakaful) dengan nama Takaful
Umum dan Takaful KeJuarga yang berdiri berdasarkan sistim syariah
Islam dengan sandaran hukum peraruran-peraturan Bank Indonesia
dan Sf( Menreri Keuangan. r;

Telah lahir pula berbagai Undang-Undang di bidang lain yang
mewadahi kebutuhan umat lslam seperti Undang-Undang Nomor 17
Tahun 1990 rentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 1999 rentang Pengelolaan Zakar dan Uodang-
Undang Nomor 4 Tabun 2004 rentang \Vakaf.

Berdasarkan perkembangan tersebut maka untuk merespon
dinamika perkembangan dan keburuhan hukum masyarakat,
arnandemen Undang-Undang Peradilan Agama memberi perluasan
kewenangan seperti yang dapat dibaca pada pasal 49 Undang-Undang
tersebut antara lain perkawinan, kewarisan, wasiar, hibah, wakaf,
zakar, infak, sadaqah dan ekonomi syariah.

Di sampiog perluasan kewenangan Peradilan Agama
sebagaimana diuraikan di atas, perubahan cukup signifikan atara Jain:
1) Subyek hukum diperluas menjadi tidak hanya orang Islam dalam

Sbinuddin Fajari, h. 3.
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peogertian teologis, tempi termasuk juga orang atau badan hukum
yang menundukkan diri secara suka rela kepada Hukum Islam, 2) bila
terjadi sengketa hak milik di antara subyek hukum yang beragama
Islam, obyek sengketa rersebut diputus oleh Pengadilan Agama
bersarna-sama dengan perkara pokok, 3) pilihan hukum untuk perkara
kewarisan dihilangkan, dengan demikian perkara k-warisan bagi orang
Islam mutJak kewenangan Peradilan Agama.

Eksistensi dan kepercayaan yang diberikan kepada Peradilan
Agama adalah sebuah tantangan bagi Jembaga Peradilan Agama itu
sendiri. Dengan diundangkannya UndangUndang Peradilan Agama
Nomor 3 Tahun 2006 (amandemen) tersebur, tantangan yang jelas
dihadapi oleh lembaga Peradilan Agama adalah Pertama: kesiapan
lembaga PeradiJan Agama untuk melayani masyarakat Islam pencari
keadilan, ludllO: kesiapan para hakim Pengadilan Agama untuk
mmangani perkara yang relatif baru yakni ekonomi syariah seperti
perbankan, lembaga keuangan, asuransi, reksa dana, obligasi,
sekuritas, pernbiayaan, pegadaian, dana pensiun dan bisnis syariah.
(Mubarok, h. 4) luliga: yang paling penting adalah bahwa hams
disadari bahwa Pengadilan Agama adalah pengadian Islam yang ridak
saja rnembawa arnanat oegara rnelainkan juga membawa nama IsJam.
Karena iru rasa adil yang diberikan oleh hakim pengadilan agama tidak
hanva rnemberikan kepuasan orang perorang, melainkan bahwa rasa
adil ini juga harus dapat dipertanggungiawabkan kepada Allah SWt.

Hal IOJ Illh"ll merupakan bagian dari dakwah Islam, untuk
mcmbuktikan bahwa Hukum Islam bukan hukum yang statis,
rnelainkan secara dinarnis mclipuri perubahan-perubahan yang terjadi
di dalam masyarakat, Nuansa baru didunia peradilan ini tidak saja
rnerupakan perwujudan rc form asi hukum melainkan juga
perkembangan yang posirif dari pelaksanaan Hukum Islam yang lebih
konsekuen dan konsisten dengan ajaran lslam, sehinggah lebih
rneningkarkan gairah kita dalam beribadah.

Dalam penyeJengggaraan peradilan tentu dihadapkan
kepada berbagai rnasalah. Masalah dapar diartikan sebagai suaru jam
antara harapan dengan kenyataan dan potensi yang dimiliki, baik yang
berkcnaan dengan perangkat hukurn yang dijadikan rujukan maupun
berkenaan dengan penegak hukum dan kesadaran hukurn masyarakat
ju~ fasilitas yang dapat digunakan.

,\1asalah permma yang dapar dihdapi oleh pengadilan dalam
lingkungan Pengadilan Agama adaJah berkenaan dengan aparatur
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penegak hukum khususnya hakim. Hal ini dapat diukur dengan
standarisasi yang berJaku sesuai Jengan akreditasi seriap pengadilan.
Apabila parokan iru mencerminkan pengadilan yang sehat dan efisien
kekurangan aparatur adak akan menunjang peradilan yang sederhana,
cepar dan biaya ringan. Deogan pertarnbahan jumlah penduduk
dengan sendirinya usia kawinpun bertambah. Karena kornpleksiras
kehidupan masyarakar merupakan salah saru faktor yang berpengaruh
terhadap konflik keluarga, maka peluang terjadinya perceraian dengan
berbagai alasan dan benruk akan semakin terbuka. HaJ itu akan
memperbesar beban tugas yang diemban oleh pengadilan.

amunpun dernikian, ada jalan keluar yang dapat diambil
yaitu memaksimalkan tugas-rugas aparat hukum, agar mampu
menunaikan togas secara efisien dan efektif. la memerlukan
peningkatan kualitas baik wawasan maupun manajerial dan reknis.

Masalah kedua berkenaan dengan kesadaran hukum
masyarakat. Ia berhubungan dengan beberapa hal dan tahapan
pertama: berkenaan dengan pengetahuan mereka mengenai dasar dan
prosedur penyelenggaraan peradilan, 1a memburuhkan sosialisasi
hukum, kedI/o: berkenaan dengan ringkat penghargaan masyarakat
rerhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketiga:
berkenaan deogan kepatuhan masyarakat rerhadap hukum yang
digagas dan dirumuskan dari 'aras',

Masalah selanjumya berkenaan dengan fasilitas Yaf:lgrnenjadi
daya dukung penegakan hukum. la' menyangkut kemudahan yang
dapat diperoleh oleh pam pihak yang berperkara, baik dipengadilan
maupun diluar pengadilan. la juga menyangkut kemudahan yang
diburuhkan oleh penegak hukum seperti ruang kerja dan sebagainya.

Gambaran eli aras menunjukkan bahwa pengembangan
pengadilan yang disengaja iru melahirkan harapan-harapan dan
masalah-masalah baru. Manakala hal tersebut dapat dipahami secara
proporsional, rnaka pernecahannya akan mudah dicari. Manakala
pemecahan rnasalah itu dapat dilakukan secara bertahap maka
pengembangan peradilan eli Indonesia memiliki rnakna perkembangan
secara kualitatif.

Pengalihan Peradilan Agama dati Depanernen Agama
Dapar dipahami bahwa pengalihan lingkungan Peradilan

Agama ke daJam Mahkamah Agung yang terjadi melalui Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakirnan
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bukanlah suatu upaya unruk menguraogi eksistensi Departemen
Agama, melaiakan sebagi bagian dari perwujudan reformasi hukum
dan reformasi nasional untuk: menciptakan kelembagaan negara yang
lebih kondusif bagi tercapainya penyelenggaraan negara yang lebih
demokratis, transparan, memilik.i akuntabilitas- ringgi, adanya
kebebasan berpendapar serta terwujudnya good gpvemanct.

Seperti kita ketahui babwa tatanan kelembagaan negara yang
diatur berdasarkan Undang-Uodang Dasar 1945 pada masa lalu
(sebelum amandemen) relah ridak konsisren terbadap prinsip
pernisahan kekuasaan yang sesuogguhnya meniadi landasan pijak para
penyusun konstirusi itu sendiri. Sikap luwes yang dianut oleh Undang-
Undang Dasar 1945 menyebabkan rerjadinya penyimpangan dalam
pengaruran kekuasaan dan fungsi-fungsi kelembagaan negara
rersebut, dan telah menyebabkan lemahnya prinsip chek and balanas
atau kurangnya kemampuan untuk saling me1akukan konrrol antara
satu lembaga negara de.ngan lembaga negara lainnya. Bahkan pada
perkembangannya telah terjadi dominasi kekuasaan pada suatu
lembaga negara tertentu.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 yang baru tatanan kekuasan
dan fungsi-fungsi telah diarur kembali sehingga pernisahan kekuasaan
dan fungsi-fungsi lembaga kenegaraan menempati tempat yang
semestinya. Di dalam pasal 24 ayar 2, Undang-Undang Dasar 1945
melalui amandemen yang ketiga relah ditetapkan secara tegas bahwa
kekuasaan kehakirnan dilakukan oleh Mahkamah Agung yang di
dalamnya terdapat lingkungan Peradilan Umun, lingkungan Peradilan
Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata
Usaha egara dan oleh sebuah l\1ahkamah Konsrirusi.

Menerapkan lembaga-lembaga Peradilan pada saru wadah
yang rerpisah dan wadah pemerintah, adalah dimaksudkan agar
lernbaga kekuasaan kehakiman benar-benar rnenjadi lembaga yang
merdeka, sehingga bisa be rfu ngsi secara efektif mopa adanya
pengaruh dati Jembaga pernerintah arau lernbaga lainnya, tidak banya.
slogan atau keinginan belaka sebagaimana yang diinginkan oleh
Undang-lTndang Nomor 14 Tahun 1970, tempi diwujudkan dalan
taranan yang kondusif bagi berlakunya fungsi tersebut, Dernikian pula
halnya lembaga legislatif dan eksekutif yang masing-masing memiliki
fungsinya dan kekuasaannya sendiri, sehingga dengan demikian tidak
ada domina i kekuasaan pada Jembaga rertenru, fbe/e and balances atau
saljng kontrol antara saru lembaga dengan lainnya dapat rerwujud.
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Namun dernikian, hubungan yang ada antara Departemen
Agama dengan Pengadilan Agama masih akan rerus berlangsung, yairu
melaui peran Pengadilan _-\gama sebagai lembaga yang berwewenang
umuk rnemberikan isrbar terhadap kesaksian orang yang relah
mengaku melihar bulan sebagaimana bunyi pasal 52a: 'PtnJ!.odilan
r1l!.OlJltl 11It!lIIbnik.n1l istba! uso/t,,.,-iclll mk)'lI fbilfll dan Pt'IIlfllhlOIl ama! bulan
pada /£lbll// bljJi,tlb " Selama ini Pengadilan A1-,J1lll1a diminra oleh
Menreri Agama untuk rnemberikan pencmpan (isrbat) terhadap
kesaksian orang yang relah melihat atau menvaksikan hilal bulan
pada setiap mernasuki bulan Ramadhan dan awal bulan S) awal tahun
Hijriyah dalarn rangka Xlenteri Agarna mengeluarkan penerapan
seem-a nasional unruk penempan 1 (sam) Rarnadhan atau 1 (saru)
syawal. Pengadilan Agama dapat mernberikan kererangan atau nasihar
mengenai perbedaan penenruan rah kiblat dan penetuan waktu shalar.

Departernen Agama juga berperan sebagai penyedia renaga
hakirn syariah clan t<:naga reknis lainnya mela1w lembaga-lernbaga
pendidikan finggi Islam binaan Deparrernen Agama seperti UJN,
IA1N dan ST Al dan juga hubungan yang terjaJin karena fungsi
Mahkarnah Agung dan fungs: Departernen Agama yang saling terkait
clalam pernbinaan keluarga sakinah ..

Penutup
Menyirnak dati apa yang telah dipaparkan di aras, maka

penults dapat menarik kesirnpulan sebagai benkut:
1. Peradilan Agama adaJah peradilan yang dirujukan khusus bagi

pencari keadilan dan menyelesaikan perkara perdata tertenru bagi
mereka yang beragarna Islam.

2. Dengan lahimya Undang-Undang baru tenrang Peradilan Agama
menggantikan Undang-Undang yang lama rentunya kita
mengharapkan adanya perubahan dan irnplementasi yang efektif
dan efisien agar terwujudnya sistim peradilan dcngan sederhana,
cepat dan biaya ringan,

3. Tidak clipungkiri adanya tantangan dan masalah baru yang
dihadapi oleh Peradilan Agama, namun jika hal tersebut dapat
dipahami secara proporsional, maka pemeeahannya akan mudah
dicari.
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